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ABSTRAK 

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa namun dalam realita perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat 

miris bagi kaum disabilitas. Hak kaum disabel pada dasarnya sama dengan 

manusia pada umumnya, dimana kaum disabel mendapat perlakuan diskriminasi 

untuk menempuh pendidikan tinggi hal tersebut merupakan suatu tindakan yang 

tidak bermoral, selain kehilangan hak aksesibilitas penyandang disabilitas juga 

mendapat perlakuan diskriminasi untuk menempuh pendidikan tinggi dengan 

adanya persyaratan yang memberatkan penyandang disabilitas, diskriminasi 

terhadap kaum disabel merupakan suatu pelanggaran HAM. Mengenai peraturan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 18 huruf (b) yang isinya 

mengandung unsur diskriminasi pada kaum disabel dalam menempuh pendidikan 

tinggi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 seharusnya pemerintah membuat Undang-

Undang mengenai batasan-batasan kaum disabel agar tidak terjadi tindak 

diskriminasi dalam suatu Undang-Undang. 

Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM yang harus dihapuskan di 

Negara Indonesia. Suatu anugerah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk 

sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup 

dan bagi kelangsungan hidup, dari segi peraturan perundang-undangan diarahkan 

untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi. 

Karena lemahnya ikatan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2011 maka Kementerian Sosial membuat Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

sesuai dengan Ratio Legis prinsip non diskriminasi bagi penyandang disabilitas 

dan dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.  

Disabel (disability) adalah keadaan aktual fisik, mental dan emosi. Salah 

satu isu penting adalah pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabel dalam 

menempuh pendidikan tinggi. Dasar hukum bagi penyandang disabilitas tertera 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 

Pada hakikatnya pemerintah wajib memberikan kesejahteraan social bagi kaum 

disabilitas. Kaum disabel harus memperoleh hak-haknya dalam menmpuh 

pendidikan tinggi. 

Segala upaya telah dilakukan Kementerian Sosial untuk mensosialisasikan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk 

memperkuat ikatan hukum bagi kaum disabel. Seyogyanya bagi para instansi 

pendidikan tinggi lebih memperhatikan dan memperdulikan kaum disabel yang 

ingin menempuh pendidikan tinggi tanpa ada persyaratan yang memberatkan 

kaum disabilitas. Serta merubah paradigma dalam kemanusiaan universal, kaum 

disabilitas bukan sakit melainkan kelompok yang memiliki keterbatasan dan 

kebutuhan khusus. 

 

Kata Kunci: Diskriminasi pendidikan tinggi, pelanggaran HAM, kaum disabel, 

hak aksesibilitas, Ratio Legis  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of the objectives Indonesia is the nation's intellectual life, but in 

reality the development of the education system in Indonesia is very sad for the 

disability. The rights of disabel basically the same as the people in general, where 

the disabel got the discrimination to pursue higher education it is an immoral act, 

in addition to losing the right to accessibility of persons with disabilities are 

treated discrimination to pursue higher education with the requirements of a 

burdensome raised disability, discrimination against disabel constitute a violation 

of human rights. Regulatory Act No. 29 of 2004 article 18 letter (b) the contents of 

which constitute discrimination on the disabel in higher education as opposed to 

Law No. 8 of 2016 and Act No. 20 of 2003, the government should make the Act 

Act concerning the disabel restrictions in order to avoid discrimination in an Act. 

Discrimination is a violation of human rights should be abolished in the 

State Indonesia. A gift that human beings were created as social beings who 

depend on each other in meeting the needs of life and for the survival, in terms of 

legislation directed to eliminate the gap and eliminate discriminatory practices. 

Due to the lack of legal bonds in Act No. 4 and Act No. 19 of 2011, the Ministry of 

Social Affairs to make Bill (the Bill) No. 8 of 2016 On Disability in accordance 

with the ratio legis of non-discrimination for persons with disabilities and 

assessed based foundation philosophical, juridical, and sociological. 

Disabel (disability) is the actual state of physical, mental and emotional. 

One important issue is the fulfillment of the right of accessibility for the disabel in 

higher education. The legal basis for persons with disabilities contained in Law 

No. 11 Year 2009 on Social Welfare. In essence, the government must provide 

social welfare for the disabled. The disabel must obtain their rights in menmpuh 

higher education. 

Every effort has been made to promote the Ministry of Social Affairs Act 

No. 8 of 2016 On Disability to strengthen the bonds of the law for the disabel. 

Should be for higher education institutions to pay more attention and care of the 

disabel who want to pursue higher education without the burdensome 

requirements of the disability. And changing paradigms in universal humanity, the 

disabilities are not ill, but the group has many limitations and special needs. 

 

Keywords: Discrimination higher education, human rights abuses, the disabel, the 

rights of accessibility, Ratio Legis 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan Rumusan dan Analisis terhadap permasalahan dalam skripsi 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

 

 Ratio Legis prinsip non diskriminasi pada kaum disabel dalam menempuh 

pendidikan tinggi yang ada di Undang-Undang No.8 Tahun 2016: 

Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

dilatarbelakangi karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

Tentang Penyandang Cacat secara substansi sudah tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang 

Disabilitas, ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 masih 

cenderung berorientasi pada pemberian pelayanan berdasarkan amal atau charity 

based, dilakukan atas dasar pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Oleh 

karena itu untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, 

pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah 

saatnya di lakukan reformasi hukum terhadap regulasi penanganan penyandang 

disabilitas. Pengesahan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal reformasi hukum 

terhadap penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan sebagai wujud 

pengejawantahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 hal ini di 

lakukan karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang CRPD secara 

teknis yuridis hanya mempunyai kewenangan mengikat secara moral namun tidak 

mempunyai daya pengikat secara hukum. 



 

 

Secara filosofis, terbentuknya rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang sebelumnya yang 

berbasis hak (right based approach) berimplikasi pada perubahan cara pandang 

terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat dengan 

disabilitas. 

Secara Yuridis, terbentuknya rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

karena lemahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan tidak ada 

sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan 

Nasional. 

Secara Sosiologis, terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Karena 

lemahnya dari Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat dan 

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, yang dimana hanya memiliki kewenangan mengikat secara moral 

akan tetapi tidak mengikat secara hukum. 

 

Secara normatif sudah tercantum didalam Undang-Undang, akan tetapi 

realisasinya tidak demikian yang dirancang oleh pemerintah kaum disabel 

memiliki hak dasar dan hak sebagai warga Negara di Indonesia. 

Kaum disabel yang tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan tinggi 

dapat melakukan pengaduan melalui LBH untuk menuju jalur hukum yaitu jalur 

litigasi dan non litigasi (mediasi) untuk memperoleh hak-haknya dalam 

pendidikan tinggi.  
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